BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan
pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) rata-
rata kemandirian keuangan daerah selama lima tahun terakhir (2010-2014) sebesar
4,58% yang dinilai masih sangat kurang; (2) rata-rata efektivitas baik pendapatan,
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah tergolong efektif karena capaian yang diperoleh berkisar antara 90%-100%;
(3) rata-rata efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata tergolong
kurang efisien karena capaian yang diperoleh 95,88%; (4) rata-rata rasio
keserasian belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Lembata sebesar
41,20% sedangkan rata-rata keserasian belanja tidak langsung sebesar 58,78%
sehingga selama lima tahun anggaran terakhir pemerintah daerah Kabupaten
Lembata lebih memprioritaskan belanja daerahnya terhadap belanja tidak
langsung atau belanja aparatur daerah; (5) rata-rata pertumbuhan pada semua pos-
pos di APBD Kabupaten Lembata selama lima tahun anggaran mengalami
pertumbuhan positif kecuali pertumbuhan belanja tidak langsung yang mengalami

pertumbuhan negatif selama lima tahun anggaran.
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6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka beberapa hal yang perlu disampaikan oleh peneliti antara lain
sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lembata diharapkan untuk lebih memperhatikan,
mengakomodir, memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber PAD
yang dimiliki daerah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi dengan
pendataan objek pajak, sistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih
baik, pengembangan potensi-potensi alam di sektor pertambangan dan
pertanian sehingga mampu mendorong pencapaian realisasi PAD yang
optimal guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan
pemerintah pusat maupun provinsi. Untuk meningkatkan efektivitas
sumber-sumber pendapatan daerah yang sudah efektif perlu
dipertahankan, karena ini menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lembata yang baik dalam merealisasikan sumber-
sumber pendapatan yang ada. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah
sumber-sumber pendapatan non PAD. Pemerintah Kabupaten Lembata
hendaknya tidak selalu mengandalkan sumber-sumber pendapatan non
PAD, seperti yang selama ini terjadi untuk mengurangi tingkat
ketergantungan terhadap pihak luar. Oleh karena itu, upaya menciptakan
sumber-sumber baru PAD perlu mendapat perhatian dan keseriusan di

masa mendatang. Pada tingkat keserasian keuangan daerah Kabupaten
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Lembata, pada rasio belanja modal yang masih relatif kecil perlu
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

. Pemerintah Kabupaten Lembata diharapkan agar mampu meniru dan
menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja yang tepat dan benar,
guna menekan jumlah pengeluaran belanja daerah yang dinilai sangat
tidak efisien dan terkesan terjadi pemborosan anggaran belanja.

. Diharapkan agar penyusunan dan realisasi anggaran pendapatan dan
belanja daerah pada periode-periode mendatang, pemerintah Kabupaten
Lembata lebih memperhatikan rasio-rasio keuangan daerah yang umum
digunakan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya.

. Diharapkan agar para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan
penelitian terhadap Kkinerja keuangan hendaknya juga melakukan
perbandingan untuk keseluruan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur sehingga dapat diketahui lebih jelas mengenai gambaran
kinerja keuangan kabupaten Lembata dan dapat memperpanjang periode

penelitian.
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